
Diversity: Disease Preventive of Research Integrity 
Volume 2, Issue 2, 2022 
Page 84-97 
doi: 10.24252/diversity.v2i2.25229 

 
 

p-ISSN : 2774-9649 

e-ISSN : 2775-0035 

 

Preventing Smoking in Children: Implementation Non-Smoking Area in Palu City 

Pencegahan Kebiasaan Merokok Pada Anak: Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok 
di Kota Palu 

Muhammad R. Napirah*1, Vidyanto Vidyanto2, Hasanah Hasanah3 

1, 2 Bagian Administrasi Kebijakan Kesehatan, Universitas Tadulako, Palu 
3 Bagian Biomedik, Universitas Tadulako, Palu 

 

 
 

Abstract 
The prevalence of smokers in Palu City aged <20 years experienced fluctuations, namely in 2015 there were 153 smokers, in 
2016 there were 315 smokers, in 2017 there were 1,073 smokers and in 2018 969 were smokers. The purpose of this study 
was to determine the concepts of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure in the implementation of 
KTR policies in preventing smoking habits in children at the Palu City Health Office. This type of research was qualitative with 
triangulation techniques. The number of informants used is 3 people. Data analysis used an analysis approach (content 
analysis) with matrix techniques. Matrix analysis showed that the bureaucratic structure had been running well in its 
implementation to prevent smoking habits in children, namely by implementing KTR policies that were by the SOP. While the 
variables of communication, disposition, and resources had not been good in its implementation to prevent smoking habits in 
children at the Palu City Health Office due to differences of opinion among policymakers, lack of human resources, and lack of 
commitment from stakeholders in implementing KTR policies. It is expected that policymakers, especially the Health Office of 
Palu City to evaluate by reviewing the aspects of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure as input 
feedback to minimize the problems obtained related to the implementation of KTR policies so that all indicators in implementing 
policies can be implemented properly. 

 

Abstrak 
Prevalensi perokok di Kota Palu usia <20 tahun mengalami fluktuatif yaitu pada tahun 2015 sebanyak 153 perokok, tahun 
2016 sebanyak 315 perokok, tahun 2017 sebanyak 1.073 perokok dan tahun 2018 sebanyak 969 perokok. Tujuan penelitian 
ini adalah untuk mengetahui konsep komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan 
KTR dalam pencegahan kebiasaan merokok pada anak di Dinas Kesehatan Kota Palu. Jenis penelitian ini adalah kualitatif 
dengan teknik triangulasi. Jumlah informan yang digunakan adalah 6 orang. Analisis data menggunakan pendekatan analisis 
(content analysis) dengan teknik matriks. Analisis matriks menunjukan bahwa, struktur birokrasi sudah berjalan dengan baik 
dalam pelaksanaannya untuk mencegah kebiasaan merokok pada anak yaitu dengan diterapkannya kebijakan KTR yang 
sudah sesuai dengan SOP. Sedangkan dari variabel komunikasi, disposisi dan sumber daya belum baik dalam 
pelaksanaannya untuk mencegah kebiasaan merokok pada anak di Dinas Kesehatan Kota Palu dikarenakan oleh adanya 
perbedaan pendapat antar pemangku kebijakan, kurangnya sumber daya manusia serta kurangnya komitmen dari pemangku 
kebijakan dalam pelaksanaan kebijakan KTR. Diharapkan pemangku kebijakan khususnya Dinas Kesehatan Kota Palu untuk 
melakukan evaluasi dengan meninjau aspek komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi sebagai masukan 
umpan balik untuk meminimalisir masalah-masalah yang didapatkan terkait implementasi kebijakan KTR agar semua indikator 
dalam pengimplementasian kebijakan dapat terlaksana dengan baik. 
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PENDAHULUAN 

Merokok merupakan salah satu kebiasaan 

buruk masyarakat yang jumlah konsumennya setiap 

tahun semakin bertambah banyak. Konsumsi rokok di 

dalam masyarakat dewasa ini sudah sangat 

memprihatinkan. Sifat adiksi rokok membuat banyak 

orang sulit lepas dari jeratannya. Meski miskin, 

pekerjaan tidak menentu, dan sadar ancaman 

penyakitnya, mereka tetap merokok. Terdapat 

berbagai alasan yang menjadi faktor yang 

menyebabkan masyarakat memiliki kebiasaan 

merokok (Winengan, 2017). 

Merokok dikenal sebagai salah satu penyebab 

utama kematian yang dapat dicegah di seluruh dunia 

(Taghizadeh et al., 2016; Lim et al., 2012), dengan 

lebih dari tujuh juta kematian disebabkan oleh 

penggunaan tembakau setiap tahun (World Health 

Organization, 2018). Merokok meningkatkan risiko 

berbagai penyakit kronis termasuk kanker, penyakit 

kardiovaskular, dan penyakit pernapasan (Pirie et al., 

2013; Carter et al., 2015). Hal ini juga dapat 

meningkatkan risiko mengembangkan penyakit ginjal 

kronis (Lee et al., 2021). Meskipun upaya telah 

dilakukan untuk mengenali bahaya merokok dan 

mengurangi jumlah perokok, jumlah mereka terus 

meningkat, terutama di negara-negara 

berpenghasilan rendah (Tadzimirwa et al., 2019). 

Data WHO tahun 2013 menunjukkan bahwa 

prevalensi perokok aktif di dunia saat ini mencapai 

17,4% jiwa. Indonesia menempati posisi pertama se-

Asia. Berdasarkan jumlah perokok usia lebih dari 15 

tahun dengan prevalensi 38,5% penduduk Indonesia 

merokok, yaitu 73,3% dari penduduk laki-laki serta 

3,8% dari penduduk perempuan (World Health 

Organization, 2013). 

Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar 

(Riskesdas) tahun 2018, menunjukan bahwa 

prevalensi perokok Indonesia pada penduduk umur 

10-18 tahun terus mengalami peningkatan yaitu pada 

data Riskesdas 2013 sebesar 7,2%, data Sirkesnas 

tahun 2016 sebesar 8,8% dan pada data Riskesdas 

2018 meningkat menjadi sebesar 9,1%. Data yang 

disajikan menunjukan bahwa prevalensi perokok di 

Indonesia masih jauh dari target rencana 

pembangunan jangka menengah nasional. Prevalensi 

perokok usia ≥ 10 tahun per Provinsi, jumlah perokok 

setiap hari dan kadang-kadang di Sulawesi Tengah 

sebesar 31,2%. Data yang disajikan menunjukkan 

bahwa terjadi peningkatan prevalensi perokok usia ≥ 

10 tahun di Sulawesi Tengah yaitu pada Riskesdas 

2013 sebesar 30,7% dengan jumlah perokok setiap 

hari yaitu sebesar 26,2% dan perokok kadang-kadang 

sebesar 4,5%. Jumlah perokok yang ada di Sulawesi 

Tengah tersebut melebihi Prevalensi Nasional yaitu 

sebesar 28,8% (Kementerian Kesehatan RI, 2018).  

Berdasarkan data di Kota Palu, didapatkan 

data perokok dibawah umur 20 tahun (< 20) 

mengalami fluktuatif yaitu tahun 2015 sebanyak 153 

anak merokok dan 602 anak tidak merokok, pada 

tahun 2016 sebanyak 315 anak merokok dan 1.530 

anak tidak merokok, pada tahun 2017 sebanyak 1.073 

anak merokok dan 3.436 tidak merokok, sedangkan 

pada tahun 2018 tercatat sebanyak 969 anak 

merokok dan 1.699 anak tidak merokok (Dinas 

Kesehatan Kota Palu, 2018). 

Tingginya prevalensi jumlah perokok di 

Indonesia membuat pemerintah mengeluarkan 

berbagai kebijakan (Nafi’ah, 2021). Kebijakan publik 

merupakan suatu hubungan yang memungkinkan 

pencapaian tujuan-tujuan atau sasaran sebagai hasil 

akhir dari kegiatan yang dilakukan pemerintah. 

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik dapat 

dilihat dari dampak yang ditimbulkan sebagai hasil 

evaluasi atas pelaksanaan suatu kebijakan. Salah 

satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk 

mengurangi atau membatasi prevalensi yaitu 

kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) (Rohman, 

2016). KTR menurut Peraturan Bersama Menteri 

Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 

188/MENKES/PB/1/2001 dan Nomor 7 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa 

Rokok (KTR) adalah ruangan atau area yang 

dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau 

kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, 

dan/atau mempromosikan produk tembakau 

(Nugroho, 2017). 

Data yang didapatkan menunjukan bahwa 

terdapat beberapa masalah dalam implementasi 

kebijakan terkait dengan pencegahan kebiasaan 

merokok. Masalah-masalah implementasi kebijakan 

dapat dilihat dari beberapa aspek yang diduga kuat 

dapat memberi dampak pada pelaksanaan kebijakan, 

yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap 

pelaksana, dan struktur birokrasi (Saifullah et al., 

2019; Sufiani, 2018). 

Berdasarkan hasil survey pendahuluan dan 

wawancara dengan Kepala Bidang Penanggulangan 

Penyakit (P2) Dinas Kesehatan kota Palu didapatkan 

bahwa terdapat beberapa masalah dalam 

implementasi kebijakan terkait rokok yaitu kawasan 

tanpa rokok (KTR) yaitu jika dilihat dari aspek 

komunikasi yaitu sering terjadinya miskomunikasi 

antara Dinas Kesehatan Kota Palu dengan pihak dari 

Walikota bidang kesehatan sehingga mengakibatkan 
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kebijakan pencegahan kebiasaan merokok dalam hal 

ini KTR tidak berjalan selama kurang lebih 1 tahun 

terakhir. Dilihat dari aspek sumber daya, masalah 

yang terjadi yaitu ketersediaan sumber daya di Dinas 

Kesehatan Kota Palu khususnya dalam bidang P2 

yang masih kekurangan jumlah sumber dayanya 

dalam Seksi Penyakit Tidak Menular (PTM) yaitu 

hanya berjumlah 3 orang. Dilihat dari aspek disposisi, 

masalah yang terjadi yaitu kurangnya komitmen dari 

pemangku kebijakan dalam menjalankan kebijakan 

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dengan dilihat dari 

masih terdapatnya pemangku kebijakan yang 

merokok pada area yang merupakan kawasan bebas 

asap rokok. Dari segi birokrasi, seperti yang sudah 

kita ketahui bahwa birokrasi merupakan salah satu 

institusi yang paling sering bahkan secara 

keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Namun 

yang menjadi masalah dalam struktur birokrasi ini 

yaitu lambatnya koordinasi dari pihak Puskesmas 

serta terdapat beberapa kendala di lapangan dalam 

menjalankan kebijakan yaitu anggota yang 

menjalankan kebijakan tidak sepenuhnya 

menjalankan kebijakan sesuai dengan Standar 

Operasional Prosedur (SOP) sehingga banyak 

pekerjaan yang bertumpuk. 

Beberapa penelitian telah mengkaji mengenai 

kebijakan pengawasan rokok di Indonesia, seperti 

penelitian yang dilakukan oleh Fernando & Marom 

(2016) mengenai kebijakan KTR di Puskesmas Kota 

Semarang, Wasliati et al. (2021) mengenai kebijakan 

KTR di Rumah Sakit Deli Serdang, Ningrum & 

Indrayani (2017) melaporkan mengenai KTR di salah 

Satu Desa Kabupaten Jember, Lestari (2017) 

memaparkan KTR di Bandara, dan Amaliah (2018) 

mengenai KTR di Kota Banda Aceh. Namun, belum 

menemukan kajian mengenai implementasi kebijakan 

Kawasan tanpa rokok yang diterapkan di kota Palu. 

Tulisan ini juga mengedepankan bahasan mengenai 

dampak dari implementasi kebijakan itu kepada 

perilaku anak melalui in-depth interview design. 

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui komunikasi, sumber daya, disposisi dan 

struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan 

kawasan tanpa rokok dalam pencegahan kebiasaan 

merokok pada anak di Dinas Kesehatan Kota Palu. 

METODE 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif 

dengan pendekatan studi kasus. Metode penelitian ini 

digunakan untuk mengetahui terjadinya suatu aspek 

fenomenal sosial tertentu dan mendeskripsikan 

fenomena sosial tertentu. Penelitian ini dilaksanakan 

di Dinas Kesehatan Kota Palu pada bulan Agustus 

2021. Penentuan informan dilakukan melalui teknik 

purposive sampling yaitu peneliti menggunakan 

penilaiannya dalam memilih informan untuk 

memperoleh informasi yang mendalam sesuai tujuan 

penelitian. Adapun jenis informan yang digunakan 

dalam penelitian ini menurut yaitu: 1) Informan kunci, 

yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki informasi 

pokok yang diperlukan dalam penelitian. Dalam hal ini 

yang menjadi informan kunci yaitu Kepala Seksi 

Pencegahan & Pengendalian PM &PTM; 2) Informan 

biasa, yaitu mereka yang terlibat secara langsung 

dalam interaksi sosial yang diteliti. Dalam hal ini yang 

menjadi informan biasa yaitu Staf Seksi PM & PTM; 

3) Informan  tambahan,  yaitu  mereka  yang  dapat  

memberikan informasi  tambahan yang dapat 

menunjang hasil penelitian. Dalam hal ini yaitu Anak 

yang merokok. Seluruh informan dimintai persetujuan 

kesediaan terlibat sebagai responden dalam 

penelitian sebelum dilakukan in-depth interview. Hasil 

wawancara kami screening dan sajikan 

penjelasannya dalam bentuk narasi.  

 

HASIL 

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti 

lakukan tentang konsep komunikasi dalam 

implementasi kebijakan KTR dalam pencegahan 

kebiasaan merokok pada anak di Dinas Kesehatan 

Kota Palu didapatkan hasil bahwa komunikasi yang 

dijalin antara pembuat kebijakan dan 

implementasinya cukup baik. 

Untuk pertanyaan ―dalam proses pelaksanaan 

kebijakan KTR, bagaimana hubungan Walikota Palu 

dengan Dinkes Kota Palu dalam proses pencegahan 

kebiasaan merokok pada anak?‖. 

Hasil wawancara menyatakan bahwa informan 

MI dan I mengemukakan jawaban yang sama bahwa 

antara pihak Walikota dan Dinas Kesehatan terjalin 

hubungan yang cukup baik. Seperti pernyataan 

berikut: 

―Baik, kita mengikuti dari pimpinan” (MI, 
Agustus 2021).  

“Kalau dengan Walikota saya lihat baik dek, 
dari Kepala Dinas juga baik terus dari Dinkes 
ke Puskesmas juga lancar-lancar ji de” (I, 
Agustus 2021).  

 Selanjutnya peneliti menggali secara 

spesifik pada anak dengan pertanyaan ―apakah dari 

komunikasi yang terjadi antara dapat mengurangi 
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atau mencegah kebiasaan merokok pada anak di 

Kota Palu?‖, informan I menyatakan bahwa 

komunikasi yang terjalin bisa mengurangi atau 

mencegah kebiasaan merokok pada anak. Seperti 

pernyataan berikut: 

“Yah bisa dibilang sudah bisa mencegah anak-
anak untuk berhenti merokok” (I, Agustus 
2021).  

Pernyataan yang diungkapkan oleh informan 

biasa sejalan dengan yang diungkapkan oleh 

informan kunci 

“Eeemmm… sepertinya sudah bisa mencegah 
anak-anak untuk tidak merokok. Karena 
dengan komunikasi yang baik kita bisa 
menyampaikan informasi ke anak-anak 
bagaimana kebijakan KTR itu” (MI, Agustus 
2021).  

Selanjutnya untuk pertanyaan ―apa yang 

menjadi kendala selama menjalankan kebijakan KTR 

dalam pencegahan kebiasaan merokok pada anak 

terkait aspek komunikasi?‖ informan mengemukakan 

jawaban yang berbeda antara lain, untuk informan MI 

dan I Menyatakan bahwa yang menjadi kendala 

dalam menjalankan kebijakan KTR yaitu 

ketidakjelasan informasi dan komunikasi dari pihak 

Walikota. Seperti pernyataan berikut: 

“Kendalanya itu tadi dek, dari pimpinan saja 
tidak jelas kenapa itu kebijakan dihapuskan, 
karena koordinasinya kan saya ke kepala 
dinas terus dari kepala dinas yang komunikasi 
ke pihak Walikota” (MI, Agustus 2021).  

“Kalau dari walikota saya ndak terlalu  paham 
dek, tapi kalau yang dari puskesmas kita kan 
turun langsung jadi biasa yang jadi kendala itu 
lambat-lambat laporan masuk  karena biasa itu 
dek, satu orang staf kerjanya bukan cuma satu 
jadi kerja menumpuk” (I, Agustus 2021).  

Informan MI mengemukakan bahwa yang 

menjadi kendala yaitu masih kurangnya sosialisasi. 

Seperti pernyataan berikut: 

“Mungkin sosialisasi dan pengawasan yang 
masih kurang, eee…. terus juga karena 
anggaran yang kurang” (MI, Agustus 2021).  

Dari beberapa jawaban diatas, 

mengemukakan pendapat yang berbeda-beda tentang 

kendala komunikasi yang ditemukan terkait 

komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan KTR. 

Menurut informan MI, menurutnya yang menjadi 

kendala yaitu ketidakjelasan informasi dari pimpinan. 

Dan informan I mengemukakan bahwa dia tidak 

mengetahui jelas kendala terkait komunikasi dari 

pihak Walikota dengan Dinas Kesehatan karena 

informan hanya melaksanakan apa yang 

diperintahkan dari pimpinan. 

Selanjutnya pada informan tambahan, untuk 

pertanyaan ―bagaimana bentuk komunikasi ke anak-

anak dalam mengimplementasikan kebijakan 

kawasan tanpa rokok?‖, informan PR mengungkapkan 

bahwa mereka mendapatkan informasi tentang 

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dari sosialisasi yang 

dilakukan di sekolah. Seperti pernyataan berikut: 

“Ada biasa itu yang datang ke sekolah, 
biasanya kita dikumpul di kelas baru dikasih 
tau tentang itu KTR kak” (PR, Agustus 2021).  

Selanjutnya untuk pertanyaan ―menurut anda, 

apakah kebijakan yang ada sudah diterapkan dengan 

baik dan bisa mencegah anak-anak untuk tidak 

merokok?‖ informan PR mengatakan bahwa kebijakan 

belum diterapkan secara baik karena informan masih 

sering menemui orang-orang apalagi anak-anak 

merokok pada kawasan yang sebenarnya sudah 

menjadi kawasan bebas rokok. Seperti pernyataan 

berikut: 

“Aih masih ada orang merokok sembarangan 
kak, papaku juga merokok, tapi kalau teman-
teman saya kurang liat ada yang merokok 
karena biasa kak dorang merokok ba 
sembunyi-sembunyi jadi kita te bisa liat” (PR, 
Agustus 2021).  

Sesuai dengan beberapa pernyataan informan 

di atas dan hasil observasi dapat disimpulkan bahwa 

aspek komunikasi yang sudah tersalurkan dengan 

baik kepada masyarakat namun belum terlaksana 

dengan baik dikarenakan masih banyak masyarakat 

seperti anak-anak yang masih merokok di sembarang 

tempat. 

Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang 

dilakukan peneliti kepada informan didapatkan hasil 

yang sejalan yaitu masih kurangnya sumber daya 

yang bertanggung jawab terkait penerapan kebijakan 

Kawasan Tanpa Rokok (KTR). 

Untuk pertanyaan ―dilihat dari sumber daya, 

apakah SDM yang ada sudah cukup dan sesuai 

dengan keahliannya?‖ untuk informan MI dan I 

menyatakan bahwa sumber daya yang ada masih 

terbatas. Seperti Pernyataan berikut: 

“Masih kurang de, kita disini yang pegang KTR 
itu Cuma 3 orang itupun tenaga honorer 
semua de, yah itu sudah karena tidak ada 
pengangkatan PNS dan tidak ada anggaran 
juga, tapi kalau dari kinerjanya staf-staf ini 
sepertinya saya lihat sudah baik, sudah sesuai 
dengan keahliannya mereka masing-masing” 
(MI, Agustus 2021).  
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“Kalau sumber daya kita kurang de, disini kita 
cuma tiga orang (I, Agustus 2021).  

Sesuai dengan beberapa pernyataan informan 

di atas dan hasil observasi dapat disimpulkan bahwa 

aspek sumber daya yang mendukung implementasi 

kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) belum cukup 

memadai seperti kurangnya tenaga atau pegawai 

yang ahli dalam pelaksanaan kebijakan Kawasan 

Tanpa Rokok (KTR). 

Kemudian untuk pertanyaan ―bagaimana 

kelengkapan infrastruktur yang mendukung 

berjalannya implementasi kebijakan KTR dalam 

pencegahan kebiasaan merokok pada anak?‖ 

informan MI menyatakan bahwa untuk ketersediaan 

infrastruktur sudah memadai. Seperti pernyataan 

berikut: 

“Hmmm kalau masalah itu ada, kita punya 
alat-alat yang mendukung, di tujuh kawasan 
yang ditetapkan dalam PERDA mengenai KTR 
itu kan ada spanduk kawasan tanpa rokok, 
kaya sekolah-sekolah, kantor-kantor ada itu di 
depan kita lihat ada spanduk kawasan tanpa 
rokok. Jadi kalau dibilang infrastruktur saya 
rasa sudah memadai” (MI, Agustus 2021).  

“Lengkap, yang kurang itu anggaran mungkin 
de” (I, Agustus 2021).  

Sesuai dengan beberapa pernyataan informan 

di atas dan hasil observasi dapat disimpulkan bahwa 

aspek sumber daya yang mendukung implementasi 

kebijakan KTR seperti kelengkapan infrastruktur 

sudah cukup memadai yang dilihat dari beberapa 

fasilitas yang mendukung proses penyuluhan namun 

terdapat beberapa pernyataan dari informan I yang 

menyatakan bahwa yang menjadi masalah yaitu 

kurangnya anggaran.  

Selanjutnya untuk pertanyaan ―apakah dengan 

sumber daya yang ada bisa mengoptimalkan 

kebijakan KTR dalam mencegah anak untuk tidak 

merokok?‖, informan MI dan I menyatakan bahwa 

jumlah sumber daya yang ada belum bisa 

mengoptimalkan pencegahan kebiasaan merokok 

pada anak. Seperti pernyataan berikut: 

“Eee saya rasa sudah cukup optimal untuk 
mencegah kebiasaan merokok pada anak, 
karena kalau mau dibilang optimal memang 
harus yang betul-betul bisa mencegah anak-
anak supaya tidak merokok. Sedangkan kita 
masih sering dapat anak-anak yang merokok 
di sembarang tempat. jadi kita di sini yang 
perlu ditingkatkan lagi itu bagaimana 
pengawasannya dan bagaimana kita bekerja 
sama dengan pihak puskesmas” (MI, Agustus 
2021).  

“Kalau sampai sekarang saya rasa sudah bisa” 
(I, Agustus 2021).  

Kemudian untuk pertanyaan ―bagaimana cara 

mengoptimalkan proses implementasi kebijakan KTR 

dalam pencegahan kebiasaan merokok pada anak 

dengan melihat sumber daya yang ada?‖. informan MI 

dan I menyatakan bahwa untuk mengoptimalkan 

suatu kebijakan harus disertai dengan komitmen 

pimpinan serta anggaran yang cukup. Seperti 

pernyataan berikut: 

“Hmmm…. Kalau menurut saya… cara yang 
paling baik untuk mengoptimalkan kebijakan 
KTR ini kalau dilihat dari itu tadi, sumber daya, 
kita harus cukupkan dulu semua sumber daya, 
anggarannya bagaimana, fasilitasnya 
bagaimana, pengawasannya bagaimana, 
eee… jadi itu harus sesuai dengan yang 
seharusnya seperti apa” (MI, Agustus 2021).  

“Yang penting itu anggaran dek dengan 
bagaimana dari kita yang menjalankan 
kebijakan bisa kerja sesuai dengan standarnya 
itu seperti apa” (I, Agustus 2021).  

Hasil observasi yang peneliti lakukan bahwa 

informan mengemukakan pendapat yang sama terkait 

cara untuk mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan 

KTR terkait sumber daya harus dilakukan dengan 

cara pemenuhan semua sumber daya yang 

mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut seperti 

pegawai, fasilitas maupun anggaran.  

Selanjutnya pada informan tambahan, untuk 

pertanyaan ―apakah anda merasa apakah petugas 

kebijakan KTR sudah cukup dan baik dalam 

menerapkan kebijakan KTR? Informan PR 

menyatakan bahwa petugas sudah menerapkan 

kebijakan dengan baik. Seperti pernyataan berikut:  

“Kalau menurutku kak sudah bagus apakah 
biasa kalau ke sekolah itu nda ada yang 
merokok kalau pas penyuluhan” (PR, Agustus 
2021).  

Selanjutnya untuk pertanyaan ―apakah anda 

merasa infrastruktur yang ada sudah cukup 

mendukung dalam penerapan kebijakan KTR?‖ 

informan PR mengatakan bahwa infrastruktur sudah 

cukup mendukung dalam pelaksanaan kebijakan 

KTR, ketercukupan infrastruktur bisa dilihat dari 

banyaknya baliho-baliho yang tersebar di berbagai 

wilayah di Kota Palu salah satunya rumah sakit. 

Seperti pernyataan berikut: 

“Aiih saya tidak tau kak, tapi ada biasa saya 
liat disekolah ada ta tempel-tempel itu tentang 
rokok-rokok” (PR, Agustus 2021).  
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Dari hasil penelitian dan observasi yang 

dilakukan pada informan tambahan menunjukan 

bahwa konsep sumber daya sudah dapat dikatakan 

baik. Hal ini dilihat dari pernyataan informan yang 

mengatakan bahwa sudah ada fasilitas yang 

memberikan tanda bahwa kawasan yang ada seperti 

rumah sakit dan sekolah sudah menjadi Kawasan 

Tanpa Rokok (KTR). 

Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang 

dilakukan peneliti kepada informan didapatkan hasil 

yang sejalan yaitu masih kurangnya komitmen dari 

pemangku kebijakan dalam pelaksanaan kebijakan itu 

sendiri. 

Untuk pertanyaan ―sebagai Walikota Palu dan 

Dinas Kesehatan Kota Palu yang mengeluarkan dan 

menerapkan kebijakan KTR, bagaimana komitmen 

dari kedua pihak dalam menerapkan kebijakan KTR?‖ 

untuk informan MI dan I menyatakan bahwa masih 

kurangnya komitmen dari kedua pihak dalam 

menjalankan suatu kebijakan. Seperti Pernyataan 

berikut: 

“Kalau kasat mata banyak.. masih banyak 
orang yang merokok…saya sendiri saja 
merokok lalu de tapi ee.. kalau sekarang 
sudah tidak.. tapi mau diapa namanya candu 
eeee…sedangkan pimpinan saja tidak 
menegur, nah jadi orang-orang bebas sudah 
merokok. Yah  karena beliau sendiri saja 
merokok.. jadi ee setengah mati yah. Eee jadi 
kesimpulannya itu belum berkomitmen juga 
sama kebijakan yang ada” (MI, Agustus 2021).  

“Yaaah boleh dikata belum komitmen sayang.. 
apa pimpinan disini saja merokok” (I, Agustus 
2021).  

Sesuai dengan beberapa pernyataan informan 

di atas dan hasil observasi dapat disimpulkan bahwa 

aspek disposisi mengenai komitmen dari pemangku 

kebijakan masih belum baik dimana dari pernyataan 

informan yang mengatakan bahwa masih banyak 

pemangku kebijakan yang merokok serta peneliti 

menemui beberapa staf maupun pegawai yang 

merokok di area Walikota maupun Dinas Kesehatan 

yang merupakan salah satu tempat yang harus 

diterapkan sebagai KTR seperti yang terkandung 

dalam PERDA Kota Palu Nomor 3 Tahun 2015 yang 

mengatakan bahwa salah satu dari ketujuh tempat 

yang ditetapkan sebagai KTR yaitu tempat kerja yang 

meliputi perkantoran pemerintah baik sipil maupun 

tentara Nasional Indonesia dan polisi Republik 

Indonesia, perkantoran swasta dan industri. 

Selanjutnya untuk pertanyaan ―kendala apa 

saja yang terjadi dalam proses penerapan kebijakan 

jika dilihat dari aspek disposisi?‖.Untuk informan MI 

dan I menyatakan bahwa kendala yang biasa terjadi 

yaitu kurangnya penegakan sanksi serta masih 

banyaknya masyarakat yang tidak patuh. Seperti 

Pernyataan berikut: 

“Ya itu tadi saya bilang.. kembali ke kebijakan. 
Tidak ada yang berani menegur jadi orang 
bebas tidak mau lagi menaati peraturan” (MI, 
Agustus 2021).  

“Jadi eee… kalau kendalanya sih kalau dari 
komitmen yang buat kebijakan itu eee karena 
sanksi tidak ditetapkan dengan sebenar-
benarnya, jadi dilihat lagi bagaimana itu 
kebijakan. Sebenarnya itu lagi yang harus 
dilihat dan yang paling penting kayaknya dek 
bagaimana kebijakannya” (I, Agustus 2021).  

Sesuai dengan beberapa pernyataan informan 

di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi 

kendala dalam penerapan kebijakan KTR jika dilihat 

dari aspek disposisi yaitu kurangnya penegakan 

sanksi yang sesuai dengan PERDA Kota Palu Nomor 

3 Tahun 2015 Pasal 25 yang menyebutkan bahwa 

setiap orang yang melanggar ketentuan pada Pasal 

24 (a) yaitu merokok di KTR diancam dengan pidana 

kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau pidana 

denda paling sedikit Rp. 100.000.00 (seratus ribu 

rupiah) paling banyak Rp. 5.000.000.00 (lima juta 

rupiah). Serta masih kurangnya komitmen dari 

pemangku kebijakan itu sendiri.  

Selanjutnya pada informan tambahan, untuk 

pertanyaan ―menurut anda, apakah pemangku 

kebijakan sudah berkomitmen terhadap kebijakan 

yang dikeluarkan? Informan PR menyatakan bahwa 

pemangku kebijakan belum berkomitmen dengan 

kebijakan yang dikeluarkan. Seperti pernyataan 

berikut: 

“Aih kak biasa saya liat banyak itu bapak-
bapak masih ada yang merokok juga” (PR, 
Agustus 2021).  

Hasil observasi yang peneliti lakukan bahwa 

informan mengemukakan pendapat yang sama terkait 

komitmen dari pemangku kebijakan yaitu dari 

pemangku kebijakan sendiri belum berkomitmen 

terhadap kebijakan yang dikeluarkan. 

Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang 

dilakukan peneliti kepada informan didapatkan hasil 

yang sejalan yaitu penyelenggaraan kebijakan KTR 

sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur 

(SOP). 

Untuk pertanyaan ―apakah penyelenggaraan 

kebijakan sudah sesuai dengan SOP yang ada?‖, 

untuk informan MI dan I menyatakan bahwa 
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pelaksanaan kebijakan KTR sudah sesuai dengan 

Standar Operasional Prosedur (SOP). Seperti 

Pernyataan berikut: 

“Hmmm kalau dari kita sih bekerja yah bisa 
dibilang sudah sesuai dengan standar yang 
ada, tapi kita lihat dari dari pimpinan di atas” 
(MI, Agustus 2021).  

“Kita ini ba ikut dari pimpinan de, jadi kalau 
kita kerja harus tau juga bagaimana 
standarnya dan sejauh ini kita bekerja saya 
rasa sudah sesuai, setiap 4-5 bulan kita turun 
evaluasi ke puskesmas-puskesmas sebanyak 
8 kali”. (I, Agustus 2021).  

Sesuai dengan beberapa pernyataan informan 

di atas dapat disimpulkan bahwa yang pelaksanaan 

kebijakan KTR sudah sesuai dengan Standar 

Operasional Prosedur (SOP) namun harus didukung 

dengan beberapa hal yang dapat mendukung 

tercapainya Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang 

maksimal.  

Selanjutnya pada informan tambahan, untuk 

pertanyaan ―bagaimana proses penyelenggaraan 

kebijakan KTR di sekolah-sekolah?‖, Informan PR 

menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan KTR 

sudah diterapkan dengan baik di sekolah. Seperti 

pernyataan berikut: 

“Di sekolah sudah ada itu peraturan kak, jadi 
tidak bisa sudah ada orang merokok” (PR, 
Agustus 2021). 

Hasil observasi yang peneliti lakukan bahwa 

informan mengemukakan bahwa pelaksanaan 

kebijakan KTR sudah terlaksana dengan baik di 

tempat proses belajar mengajar. 

PEMBAHASAN 

Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan  

Kawasan Tanpa Rokok adalah area yang 

dinyatakan dilarang untuk melakukan  kegiatan  

produksi,  penjualan, iklan, promosi dan/atau 

penggunaan rokok. Penetapan KTR merupakan 

upaya perlindungan untuk masyarakat terhadap risiko 

ancaman gangguan kesehatan karena  lingkungan  

tercemar  asap  rokok.  

Secara  umum,  penetapan  KTR bertujuan 

untuk menurunkan angka kesakitan  dan  kematian  

akibat  rokok,  dan secara  khusus,  tujuan  

penetapan KTR adalah mewujudkan lingkungan yang  

bersih,  sehat,  aman  dan  nyaman, memberikan  

perlindungan  bagi masyarakat bukan perokok, 

menurunkan angka perokok, mencegah perokok 

pemula dan melindungi generasi muda dari 

penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat 

adiktif (NAPZA). 

Adapun   penetapan   KTR ini perlu dilakukan 

pada tempat umum, tempat kerja, angkutan umum, 

tempat ibadah, arena  kegiatan anak-anak, tempat 

proses belajar mengajar (termasuk institusi 

pendidikan  tinggi dan tempat pelayanan kesehatan) 

(Zulaeha, 2015). 

Hasil wawancara peneliti dimana informan MI, 

I, dan PR dari Dinas Kesehatan dan Walikota Palu 

dalam implementasi kebijakan KTR menyatakan 

bahwa implementasi kebijakan KTR belum terlaksana 

secara optimal dikarenakan tidak adanya komitmen 

dari pemangku kebijakan dalam penerapan kebijakan 

KTR itu sendiri. Dari beberapa informan tersebut 

menunjukan bahwa kurang mengertinya pemahaman 

tentang kebijakan KTR, padahal kebijakan KTR 

sebetulnya telah disusun pada bulan Januari 2011, 

kebijakan itu disusun menjadi langkah strategis untuk 

menyelesaikan berbagai hambatan dan tantangan 

yang dihadapi pusat dan daerah karena berbagai 

peraturan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan 

KTR dan berbagai pedoman teknik memang belum 

semua ada. 

Dalam Buku Pedoman Pengembangan 

Kawasan Tanpa Rokok (Kementerian Kesehatan RI) 

bahwa penetapan Kawasan Tanpa Rokok merupakan 

upaya perlindungan untuk masyarakat terhadap risiko 

ancaman gangguan kesehatan karena lingkungan 

tercemar asap rokok. Penetapan Kawasan Tanpa 

Rokok (KTR) ini perlu diselenggarakan di fasilitas 

pelayanan kesehatan, tempat proses belajar 

mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, 

angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan 

tempat lain yang ditetapkan. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan fakta yang 

tertuang dalam Buku Pedoman Pengembangan 

Kawasan Tanpa Rokok oleh Kementerian Kesehatan 

RI yang menyatakan bahwa penetapan Kawasan 

Tanpa Rokok sebenarnya selama ini telah banyak 

diupayakan oleh berbagai pihak baik lembaga/institusi 

pemerintah maupun swasta dan masyarakat. Namun 

pada kenyataannya upaya yang telah dilakukan 

tersebut jauh tertinggal dibandingkan dengan 

penjualan, periklanan/promosi dan atau penggunaan 

rokok. 

Selain itu informan juga mengungkapkan 

bahwa kebijakan KTR tidak berjalan dengan optimal 

disebabkan oleh kurangnya faktor pendukung dalam 

menjalankan proses pelaksanaan kebijakan yaitu 

kurangnya anggaran yang dikhususkan untuk 

menjalankan kebijakan. 
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Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

Monica (2017), berdasarkan keempat indikator dapat 

dikatakan bahwa Implementasi Kebijakan KTR hanya 

didukung sepenuhnya dari sumber daya. Sedangkan 

tiga variabel lainnya belum dapat terlaksana dengan 

baik sehingga implementasi kebijakan Kawasan 

Tanpa Rokok (KTR) belum dapat mencapai sasaran.  

Hasil penelitian ini  juga sejalan dengan Shi et al. 

(2016) yang mengatakan bahwa untuk mengatasi 

tantangan pengembangan kebijakan, dengan Sri 

Lanka sebagai contoh. Desain dan implementasi 

kebijakan di negara-negara berkembang, dimana 

ketersediaan sumber daya yang melimpah, 

menantang karena kurangnya kapasitas sumber daya 

teknis dan fiscal. Hasil penelitian ini juga sejalan 

dengan penelitian Rifqi (2017), yang menunjukan 

bahwa Universitas Hasanuddin saat ini belum 

memiliki Kawasan Tanpa Rokok. Padahal Universitas 

Hasanuddin sebagai institusi pendidikan yang 

seyogyanya menjadi sebuah kewajiban untuk 

menerapkan Kawasan Tanpa Rokok yang merupakan 

bentuk pengimplementasian dari Peraturan Daerah 

Kota Makassar No. 4 Tahun 2013. 

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan 

penelitian Lathifah (2018), dalam pelaksanaannya 

Perwal tentang KTR belum diimplementasikan secara 

efektif. Dari delapan kawasan yang telah ditetapkan 

baru tiga kawasan yang benar-benar menerapkan 

aturan KTR tersebut, yaitu fasilitas pelayanan 

kesehatan, tempat proses belajar mengajar, dan 

kantor pemerintah. Ketidakefektifan Perwal tersebut 

dapat ditinjau dari struktur hukum, substansi hukum, 

dan budaya hukum. 

 

Sumber Daya dalam Implementasi Kebijakan  

Sumber daya diposisikan sebagai input dalam 

organisasi sebagai suatu sistem yang mempunyai 

implikasi yang bersifat ekonomis dan teknologis. 

Secara ekonomis, sumber daya berkaitan dengan 

biaya atau pengorbanan langsung yang dikeluarkan 

oleh organisasi yang merefleksikan nilai atau 

kegunaan potensial dalam transformasinya ke dalam 

output. Sedang secara teknologis, sumber daya 

berkaitan dengan kemampuan transformasi dari 

organisasi (Tajhjan, 2006). 

Menurut Zulaeha (2015) manajemen sumber 

daya manusia adalah ilmu dan seni yang mengatur 

hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan 

efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, 

karyawan dan masyarakat. 

Implementasi kebijakan perlu dukungan 

sumber daya baik sumber daya manusia (human 

resources) maupun sumber daya non manusia (non-

human resources). Dalam berbagai kebijakan 

pemerintah, seperti kebijakan Kawasan Tanpa Rokok. 

Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh informan 

MI, I, dan PR bahwa untuk program cukup bagus 

harus didukung oleh anggaran dan tenaga yang 

mencukupi. Berdasarkan wawancara dan observasi 

yang dilakukan, Dinas Kesehatan dan Walikota 

sebagai pelaksana kebijakan masih kekurangan 

sumber daya terkait dengan tenaga kerja. Padahal 

dalam pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok, 

Dinas Kesehatan maupun Walikota membutuhkan 

sumber daya yang dapat mendukung pelaksanaan 

kebijakan agar berjalan secara optimal.  

Kurangnya sumber daya, baik sumber daya 

manusia, anggaran serta sumber daya lain yang 

mendukung optimalnya implementasi kebijakan dapat 

berpengaruh secara langsung pada implementasi 

kebijakan KTR untuk mencegah kebiasaan merokok 

pada anak. Walaupun isi kebijakan sudah 

dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi 

apabila implementor kekurangan sumber daya, 

implementasi kebijakan tidak akan berjalan efektif. 

Hal tersebut didukung oleh pernyataan informan yang 

menyatakan bahwa kebijakan KTR sudah berjalan 

dengan baik meskipun belum 100% optimal dalam 

mencegah kebiasaan merokok pada anak karena 

mereka kekurangan sumber daya manusia dalam 

pengawasan secara langsung terhadap kebijakan 

KTR itu sendiri. Namum, meskipun dari Dinas 

Kesehatan dan Walikota masih kekurangan sumber 

daya manusia sebisa mungkin mereka bisa tetap 

menjalankan kebijakan dengan baik dengan cara 

bekerja sama dengan berbagai pihak seperti 

Puskesmas, Sekolah maupun lembaga lain yang 

menaungi anak-anak. Informasi tersebut didukung 

oleh pernyataan oleh informan tambahan bahwa 

untuk meminimalisir kekurangan sumber daya 

manusia dilakukan dengan membentuk tim-tim yang 

bertanggung jawab di setiap kecamatan yang ada di 

Kota Palu. 

Selanjutnya, dari hasil wawancara dan 

observasi yang dilakukan oleh peneliti disimpulkan 

bahwa aspek sumber daya terkait infrastruktur sudah 

baik dan memadai, hal itu ditandai dengan 

pernyataan yang diungkapkan oleh informan 

tambahan bahwa infrastruktur sudah dapat dikatakan 

baik serta pernyataan informan yang mengatakan 

bahwa sudah ada fasilitas yang memberikan tanda 

bahwa kawasan yang ada seperti rumah sakit dan 

sekolah sudah menjadi Kawasan Tanpa Rokok (KTR). 

Pendapat yang dikemukakan oleh informan tambahan 
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sama dengan yang dikemukakan oleh informan kunci 

dan informan biasa yang menyatakan bahwa untuk 

kelengkapan infrastruktur sudah cukup memadai.  

Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber 

daya manusia maupun sumber daya finansial 

(Subarsono, 2015). Sumber daya manusia adalah 

kecukupan baik kualitas dan kuantitas implementor 

yang dapat melengkapi seluruh kelompok sasaran. 

Sumber daya finansial adalah kecukupan modal 

dalam melaksanakan kebijakan. Keduanya harus 

diperhatikan dalam implementasi kebijakan. Tanpa 

sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas 

menjadi dokumen saja. 

Selain itu, salah satu usul pemerintah yang 

terkandung dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Kementerian Kesehatan (2013) pada indikator 

―persentase provinsi yang memiliki peraturan tentang 

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yaitu meningkatkan 

kualitas dan kuantitas sumber daya (manusia dan 

anggaran) dalam program pengendalian tembakau 

dan akibat konsumsi rokok terhadap kesehatan, 

sehingga mampu meningkatkan advokasi, 

pendampingan dan asistensi teknis dalam rangka 

implementasi kebijakan/peraturan KTR di daerah. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

Rifqi (2017), sumber daya manusia adalah 

merupakan hal yang terpenting dalam efektivitas 

implementasi suatu kebijakan. Banyak program yang 

gagal diimplementasikan dikarenakan kurangnya 

sumber daya manusia yang dimiliki atau kurangnya 

skill dan pengetahuan sumber daya manusia tersebut 

sehingga implementasi suatu kebijakan kurang 

berjalan dengan maksimal. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

Hidayat (2017), sumber daya memiliki banyak 

kekurangan antara lain dari sisi staf pelaksana dilihat 

dari minimnya petugas yang mengawasi baik dari 

keamanan maupun dari pegawai 

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2015) yang 

mendapatkan hasil bahwa dimensi sumber daya tidak 

berpengaruh terhadap implementasi kualitas 

pelayanan swasembada beras di Kabupaten 

Simeulue. Artinya, sumber daya yang ada sekarang 

ini tidak dapat meningkatkan kualitas pelayanan 

swasembada beras di Kabupaten Simeulue 

 

Disposisi dalam Implementasi Kebijakan  

Disposisi adah salah satu faktor yang memiliki 

konsekuensi penting bagi penerepan implementasi 

kebijakan efektif. Jika para pelaksana mengalami 

kecenderungan atau sikap positif atau adanya 

dukungan terhadap implementasi kebijakan maka 

terdapat kemungkinan yang besar implementasi 

kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan 

awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana 

bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi 

kebijakan karena konflik kepentingan maka 

implementasi kebijakan akan menghadapi kendala 

yang serius.  

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang 

dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran 

dan sikap demokratis. Apabila implementor memiliki 

disposisi yang baik maka dia akan dapat menjalankan 

kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan 

oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki 

sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat 

kebijakan maka proses implementasi kebijakan juga 

menjadi tidak efektif. Kejujuran mengarahkan 

implementor untuk tetap berada dalam arah program 

yang telah digariskan dalam program. Komitmen dan 

kejujurannya membawanya semakin antusias dalam 

melaksanakan tahap-tahap program secara 

konsisten. Sikap yang demokratis akan meningkatkan 

kesan baik implementor dan kebijakan di hadapan 

anggota kelompok sasaran. Sikap ini akan 

menurunkan resistensi dari masyarakat dan 

menumbuhkan rasa percaya dan kepedulian 

kelompok sasaran terhadap implementasi dan 

kebijakan. 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi 

yang dilakukan peneliti oleh 3 informan bahwa 

indikator implementasi kebijakan dalam hal ini 

disposisi dapat dikatakan belum sesuai. Hal ini bisa 

dilihat dari masih terdapat beberapa pemangku 

kebijakan yang masih merokok pada kawasan yang 

sudah ditetapkan sebagai kawasan bebas asap rokok. 

Padahal sebetulnya larangan merokok pada Kawasan 

Tanpa Rokok sudah tercantum dalam Peraturan 

Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2015 Bab VIII 

Pasal 24 yaitu setiap orang dilarang merokok di KTR 

dan mempromosikan, mengiklankan, menjual 

dan/atau membeli rokok di KTR. 

Hal di atas didukung oleh hasil wawancara 

dan observasi yang peneliti lakukan pada informan 

tambahan bahwa informan mengemukakan pendapat 

yang sama terkait penurunan angka perokok pada 

anak bahwa kebijakan belum bisa optimal dalam 

mencegah anak untuk tidak merokok dikarenakan 

masih banyak anak-anak yang merokok di sembarang 

tempat dengan melihat contoh dari orang-orang di 

atas mereka seperti pejabat maupun pemangku 

kebijakan itu sendiri. 
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Peneliti juga menggali pengetahuan informan 

terhadap PERDA Kawasan Tanpa Rokok, adapun 

hasilnya sebagian besar informan menyatakan bahwa 

tahu tentang adanya PERDA Kawasan Tanpa Rokok 

serta pernah membaca maupun mendengar melalui 

koran dan dari orang. Akan tetapi isi dari PERDA 

tersebut informan tidak mengetahuinya secara 

mendalam dikarenakan belum pernah membaca draft 

dari PERDA tersebut. Namun setelah peneliti 

menanyakan bahwa daerah apa saja yang wajib 

menerapkan Kawasan Tanpa Rokok, hampir semua 

informan mengungkapkan bahwa institusi kesehatan, 

pendidikan, tempat umum, tempat kerja dan bandara 

adalah tempat yang wajib menerapkan Kawasan 

Tanpa Rokok. Jadi sebenarnya sebagian informan 

sudah mengetahui bahwa tempat kerja adalah salah 

satu daerah wajib yang menerapkan Kawasan Tanpa 

Rokok namun belum ada komitmen untuk 

mengimplementasi kebijakan sesuai yang tertuang 

dalam Peraturan Daerah Kota Palu No. 3 tahun 2015. 

Berdasarkan hal di atas dapat dikatakan 

pelaksana kebijakan belum sepenuhnya mendukung 

kebijakan Kawasan Tanpa Rokok hal ini karena masih 

kurangnya komitmen dari pelaksana kebijakan untuk 

menaati kebijakan tersebut. Disposisi diartikan 

sebagai watak dan karakteristik yang dimiliki oleh 

implementor dalam menyiapkan diri melaksanakan 

kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan 

oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki 

sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat 

kebijakan, maka proses implementasi menjadi tidak 

efektif (Nawi, 2017). 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

Monica (2017), Dalam hal disposisi atau komitmen 

pelaksana kebijakan Kawasan Tanpa Rokok, dapat 

dikatakan masih tidak mendapatkan dukungan penuh 

dari para pelaksananya. Hal tersebut dibuktikan 

dengan masih adanya pelaksana kebijakan yang 

merokok di Kawasan Tanpa Rokok. Hasil penelitian 

ini juga sejalan dengan penelitian Nydia (2012), 

variabel komitmen organisasi berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja, dan komponen komitmen normatif 

merupakan komponen komitmen organisasi yang 

paling dominan pengaruhnya terhadap kinerja 

karyawan. 

Hasil penelitian tidak sejalan dengan 

penelitian Haris (2017) yang menunjukan bahwa 

kepuasan kerja, komitmen organisasional, dan 

kualitas layanan berada pada kategori cukup baik. 

Namun yang memberikan dampak pada kualitas 

kebijakan paling besar yaitu kualitas pelayanan 

sebesar 48,72%, diikuti oleh komitmen sebesar 29,79 

% dan kepuasan kerja memiliki pengaruh sebesar 

18,93% sedangkan sisanya sebesar 51,28% 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.  

 

Struktur Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan  

Rourke menyebutkan bahwa birokrasi adalah 

sistem administrasi dan pelaksanaan tugas 

keseharian yang terstruktur dalam sistem hirarki yang 

jelas, dilakukan dengan aturan tertulis (written 

procedures), dilakukan oleh bagian tertentu yang 

terpisah dengan bagian lainnya, oleh orang-orang 

yang dipilih karena kemampuan dan keahlian di 

bidangnya. Sementara itu, Nawi (2017) dalam 

bukunya memberikan batasan tentang pengertian 

birokrasi sebagai tata kerja pemerintahan agar tujuan 

negara bisa tercapai secara efektif dan efisien. 

Sebagai suatu cara atau metode, maka sikap kita 

terhadap birokrasi haruslah objektif, terbuka terhadap 

inovasi sesuai dengan kebutuhan konteks ruang dan 

waktunya. Sebagai sebuah cara atau metode 

pengorganisasian kerja, birokrasi tidak boleh menjadi 

tujuan dalam dirinya sendiri. Salah satu alasan 

dikeluarkannya kebijakan Kawasan Tanpa Rokok 

adalah untuk melindungi masyarakat terhadap risiko 

ancaman gangguan kesehatan karena lingkungan 

tercemar asap rokok.  

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi 

yang dilakukan peneliti oleh 3 informan bahwa proses 

pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok sudah 

sesuai dengan SOP namun harus didukung oleh 

beberapa hal yang dapat membuat pelaksanaan 

kebijakan berjalan secara efektif. Informan MI, I, dan 

PR mengatakan bahwa mereka sudah bekerja sesuai 

SOP jika lihat dari proses pengawasan yang 

dilakukan di puskesmas-puskesmas yaitu sebanyak 8 

kali dalam 4-5 bulan. Hal ini dapat dikatakan sesuai 

dengan yang terkandung dalam Buku Pedoman 

Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok yang 

menjelaskan bahwa evaluasi pada 7 kawasan yang 

menjadi Kawasan Tanpa Rokok dilakukan dalam 

evaluasi jangka pendek yaitu 4-6 bulan dan jangka 

panjang yaitu 1-3 tahun.  

Hal ini didukung oleh hasil wawancara dan 

observasi yang peneliti lakukan pada informan 

tambahan yang mengemukakan bahwa pelaksanaan 

kebijakan KTR sudah terlaksana dengan baik di 

tempat proses belajar mengajar seperti sekolah. 

Dengan demikian dirasakan mampu untuk mencegah 

kebiasaan merokok pada anak. 

Melalui kebijakan Kawasan Tanpa Rokok 

diharapkan dapat mencapai tujuan dari penetapan 

Kawasan Tanpa Rokok itu sendiri, yaitu menurunkan 



Diversity: Disease Preventive of Research Integrity 
Volume 2, Issue 2, 2022 
 

 

94 
 

angka kesakitan dan/atau angka kematian dengan 

cara mengubah perilaku masyarakat untuk hidup 

sehat, meningkatkan produktivitas kerja yang optimal, 

mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih, 

bebas dari asap rokok, menurunkan angka perokok 

dan mencegah perokok pemula, mewujudkan 

generasi muda yang sehat. Untuk mencapai beberapa 

tujuan dari penetapan Kawasan Tanpa Rokok 

diperlukan struktur birokrasi yang baik. Menurut Nidya 

(2012) organisasi adalah struktur birokrasi. Karena 

itu, definisi struktur birokrasi erat kaitannya dengan 

definisi organisasi. Organisasi berasal dari bahasa 

latin yaitu organum yang berarti alat, bagian, atau 

anggota badan.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

Zulaeha (2015), dengan merujuk peran birokrasi 

dalam menjalankan proses implementasi kebijakan, 

diketahui struktur birokrasi merupakan variabel 

fundamental dalam mengkaji implementasi kebijakan. 

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap implementasi kebijakan. Aspek 

implementasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme 

dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama 

adalah mekanisme, mekanisme implementasi 

kebijakan biasanya ditetapkan melalui prosedur kerja 

yang disebut sebagai Standard Operating Procedure 

(SOP) yang dicantumkan dalam guideline kebijakan. 

Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur 

birokrasi adalah karakteristik, norma-norma dan pola-

pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam 

badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan 

baik potensial maupun nyata dengan apa yang 

mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Struktur 

birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi 

akan cenderung melemahkan pengawasan dan 

menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan 

kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan 

aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel. Hasil 

penelitian ini juga sejalan dengan penelitian 

Munandar et al. (2020), struktur birokrasi jelas 

mempengaruhi keberhasilan kebijakan karena 

melibatkan banyak pihak di dalamnya. Beberapa 

pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan akan 

bersinergi membentuk struktur birokrasi untuk 

mewujudkan implementasi kebijakan sesuai dengan 

tujuan. Sebuah implementasi kebijakan tentu saja 

memiliki Standard Operating Procedure (SOP). SOP 

digunakan sebagai pedoman oleh pelaksana 

kebijakan dalam melaksanakan tugasnya. 

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan 

penelitian Husaeni (2022) yang mendapatkan hasil 

bahwa dengan prinsip-prinsip implementasi kebijakan 

Penataan Ruang di Kota Banjar, yang mengatakan 

bahwa ‖SOP sangat mungkin dapat menjadi kendala 

bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan 

cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personel baru 

untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Dengan 

begitu, semakin besar kebijakan membutuhkan 

perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam suatu 

organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP 

menghambat implementasi‖. Namun hasil penelitian 

ini tidak sejalan dengan penelitian Rifqi (2017) terkait 

struktur birokrasi bahwa faktor struktur birokrasi 

dalam implementasi Peraturan Daerah No. 4 Tahun 

2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Universitas 

Hasanuddin, selama ini belum memiliki birokrasi 

khusus dan belum memiliki SOP. Informan 

mengatakan bahwa tidak perlu ada birokrasi khusus 

untuk mengawasi Kawasan Tanpa Rokok cukup 

dengan SOP. 

Berdasarkan Fatwa MUI pada tanggal 23-26 

Januari 2009 diketahui bahwa perilaku merokok bisa 

dikatakan perbuatan yang haram dan perbuatan yang 

makruh (Sadri, 2012). Rokok diharamkan bagi anak 

kecil, ibu hamil, dan perokok aktif yang merokok di 

ruang publik. Pro dan kontra mengenai haramnya 

rokok didasari oleh perdebatan antara kemaslahatan 

dan kemudaratan baik secara individu maupun 

kelompok. Keharaman rokok didasarkan pada 

kesepakatan dokter yang berpendapat bahwa perilaku 

merokok berbahaya bagi kesehatan. Berdasarkan 

tafsir Al-Misbah oleh Quraish Shihab arti rokok dalam 

bahasa arab ialah dakhina sedangkan perokok 

dikatakan al-mudakhin. Dalil maupun Hadits yang 

membahas tentang larangan merokok memang belum 

tertera secara jelas, tetapi sebagai kaum muslimin 

sudah semestinya kita taat mengikuti perintah serta 

meninggalkan segala larangan-Nya (Shihab, 2002). 

Organisasi Muhammadiyah menyatakan dengan 

lantang bahwa perilaku merokok haram hukumnya 

karena termasuk perbuatan kotor yang dilarang oleh 

agama sesuai dengan QS. Al – A’raf/7:157, yang 

terjemahnya: 

―Nabi menyuruh mereka mengerjakan yang 
ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan 
yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka 
segala yang baik dan mengharamkan bagi 
mereka segala yang buruk” 
 

Berdasarkan tafsir Kementerian Agama QS. 

Al-A’raf/7:157 berisi tentang akhlak Nabi Muhammad 

saw yang termaktub dalam Taurat dan Injil ialah 

beliau memerintahkan mereka untuk mengerjakan 

perbuatan baik yaitu sesuatu yang diketahui oleh 
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agama, nalar dan budaya sebagai keistimewaan 

begitupun sebaliknya menjauhkan diri dari perbuatan 

buruk yaitu sesuatu yang tidak dibenarkan oleh 

agama, nalar, serta budaya, kemudian diantara 

maksud kehadiran Nabi Muhammad saw adalah 

menghalalkan semua yang baik untuk mereka dan 

mengharamkan semua yang buruk bagi mereka 

(Kementerian Agama RI, 2021). Pada saat 

menjelaskan sifat Nabi-Nya Allah swt bersabda: 

―...dia menghalalkan bagi mereka yang baik dan 

mengharamkan yang buruk…―, demikian rokok 

diharamkan sebab merupakan suatu hal yang buruk 

(khabaits), merokok bukan merupakan sebab 

timbulnya penyakit, namun rokok menjadi pemicu 

berbagai penyakit, oleh karena itu bisa dianggap 

rokok bukan sebab dari kematian, namun bisa 

memicu terjadinya penyakit yang dapat merenggut 

nyawa (Ferizal, 2016). Allah SWT juga berfirman 

dalam surah  Ar – Ra’d/13:11, yang terjemahnya: 

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah 
keadaan suatu kaum sebelum mereka 
mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan 
apabila Allah menghendaki keburukan 
terhadap suatu kaum, maka tak ada yang 
dapat menolaknya dan tidak ada pelindung 
bagi mereka selain Dia”. 
 

Kandungan QS. Ar-Ra’d/13:11 menerangkan 

tentang konsepsi perubahan pada masyarakat. 

Berdasarkan tafsir Al-Misbah oleh Quraish Shihab 

QS. Ar-Ra’d/13:11 dapat diartikan seperti suatu 

metode perubahan yang dapat memberikan 

kedudukan atau tugas untuk individu sebagai 

pencetus perubahan, baik individu sebagai personal 

atau sebagai komponen dari komunitas (masyarakat). 

Pemakaian kata qowm pada QS. Ar-Ra’d/13:11 

menerangkan tentang metode perubahan yang terjadi 

bukanlah perubahan individu, namun perubahan yang 

dimaksud adalah perubahan secara komunitas dan 

menjurus pada tindakan kemasyarakatan serta dapat 

membawa komunitas ke arah perubahan tata nilai 

yang idealis (Shihab, 2002). 

Berdasarkan QS. Ar-Ra’d/13:11 hendaknya 

suatu kaum dapat mengubah perilaku atau pola pikir 

mereka ke arah yang lebih baik agar senantiasa 

mendapatkan pertolongan dan kenikmatan dalam 

hidupnya. Sudah menjadi fenomena yang nyata 

dimana mayoritas masyarakat mengetahui rokok 

adalah racun yang bisa membunuh individu secara 

perlahan. Merokok diketahui bisa menjadi penyebab 

kanker, serangan jantung, impotensi dan kelainan 

pada kehamilan serta janin. Rokok juga dapat 

merusak paru-paru serta menjadi penyebab penyakit 

batuk kronis, memperkecil aliran darah yang 

berakibat pada ketidaklancaran darah, meningkatnya 

tekanan darah dan berujung pada kematian secara 

tiba-tiba, namun hingga saat ini merokok justru lebih 

dimengerti dan diterima oleh masyarakat sehari-

harinya untuk menghindari pertikaian dan 

kesenjangan sosial (Sadri, 2012). 

 

KESIMPULAN 

Dalam penelitian ini kami menemukan bahwa 

faktor komunikasi dalam implementasi kebijakan 

kawasan tanpa rokok masih kurang baik dalam 

pencegahan kebiasaan merokok pada anak di Kota 

Palu yaitu adanya perbedaan pendapat antara 

Walikota, Dinas Kesehatan dan masyarakat terkait 

dengan proses komunikasi, kendala yang dialami 

serta optimalnya proses kebijakan.  Sumber daya 

dalam implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok 

untuk mencegah kebiasaan merokok pada anak di 

Kota Palu masih sangat kurang dikarenakan tidak ada 

pengangkatan PNS serta tidak ada anggaran untuk 

mengangkat tenaga honorer. Namun sumber daya 

dalam konteks infrastruktur sudah memenuhi syarat.  

Disposisi atau sikap implementor masih kurang baik 

dalam penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok 

untuk mencegah kebiasaan merokok pada anak di 

Kota Palu, hal ini dilihat dari masih terdapat beberapa 

pemangku kebijakan yang merokok pada tempat kerja 

yang merupakan kawasan tanpa rokok. Struktur 

birokrasi dalam implementasi kebijakan kawasan 

tanpa rokok sudah cukup baik dalam mencegah 

kebiasaan merokok pada anak di Kota Palu, hal ini 

dilihat dari proses pelaksanaan kebijakan sudah 

sesuai dengan SOP yang ada serta sudah diterapkan 

dengan baik pada tempat pendidikan anak yaitu 

sekolah. Penelitian ini menghasilkan rekomendasi 

bahwa implementasi kawasan tanpa rokok perlu 

diperluas di berbagai kawasan yang menjadi titik 

kumpul masyarakat, terutama kawasan wisata, pusat 

kesehatan dan pusat perdagangan. Pihak pemerintah 

perlu mensosialisasikan melalui media video promosi 

dan informasi kesehatan secara periodik tentang 

kawasan tanpa rokok di Kota Palu, agar masyarakat 

dapat memahami dan mengimplementasikan pola 

hidup sehat di kawasan tanpa rokok. 
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